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PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA

BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

o

KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja pada APBD, dapat dilakukan oleh PPKD serta
pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah;

bahwa karena perkembangan kondisi yang tidak sesuai lagi dengan asumsi
perencanaan yang dilakukan dalam APBK Banda Aceh TA 2008 maka perlu
dilakukan perubahan atas objek belanja dan rincian objek belanja dalam
APBK Banda Aceh TA 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom, Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 108  Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
Peraturan Pemerintan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;



Menetapkan :

22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2008;

24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008;

25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal |

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor
6 Tahun 2008) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor
11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2008) diubah sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut;
Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
lampiran I11 Peraturan Walikota ini.

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal_7 Agustus 2008 M
5 Sya’ban 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH
DTO
MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

padatanggal 7 Agustus 2008 M

5 Sya’ban 1429 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH
DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 17



